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BAB I

PENDAHULUAN

l.l Latar Belakang

Sejak bergulimya semangat reformasi pada pertengahan tahun 1998, banyak

perubahan yang dialami oleh bangsa dan masyarakat Indonesia dalam hal kehidupan dan

bernegara. Wujud nyata dari perubahan itu adatah diberlakukannya UU Nomor 22Tahun

1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian

kewenangan pelbagai bidang pemerintahan berimplikasi pada penyelenggaraan

pemerintahan daerah saat ini dan masa datang-

Selalan dengan itu, Diknas (2001) menegaskan hal penting yang menjadi tema

sentral berkaitan dengan bidang pendidikan diakhir abad ke-20 yaitu GBHN 1999 dan

UU Nomor 22 tentang Otonomi Daerah. Implikasi dari diberlakukanya peraturan

perundang-undangan tersebut yaitu bahwa dalam bidang pendidikan secaftI simultan

perlu dilakukan penyempurnaan baik terhadap sistem pendidikan pada umumnya maupun

terhadap kurikulum pada khususnya.

Sebagai upaya untuk merespon tuntutan agar kurikulum diperbaharui, maka Pusat

Kurikulum dan Badan Penelitian dan Pengembangan sejak tahun 1999, telah menyusun

seperangkat naskah kurikulum baru yang diberi nama Kurikutum Berbasis Kompetensi

(KBK). Sampai saat ini, k3la tim telah menghasilkan draf tentang landasan

pengenibangan kurikulum, standar kompetensi dasar mata pelajaran, contoh silabus mata

pelajaran, dan penjelasan program nonmata pelajaran. Mulai tahun 2001, draf tersebut

mulai disosialisasikan di tingkungan terbatas, instruktur dan guru inti setiap mata



pelajaran, pihak Diknas kota, kabupaten, dan propinsi serta kalangan perguruan tinggt

dengan tujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penyempurnaan draf menjadi

naskah jadi. Sejak tahun 2002, sosialisasi KBK dilakukan lebih gencar dalam ruang

lingkup yang lebih luas lagi melibatkan guru setiap mata pelajaran, kepala sekolah

tingkat SLTP dan SMU serta kalangan perguruan tinggi dan draf yang disosialisasikan

pun merupakan draf 90 persen jadi. Gencarnya sosialisasi ini dilakukan sangat dapat

dipahami. Mengingat, KBK akan diresmikan pada tanggal 2 Mei 20A4 dan mulai

diberlakukan pada tahun ajaran20A4/2005 pertengahan Juli 2}O4.Alasan tain lagi adalah

terdapatnya komponen yang berbeda antara kurikulum sebelumnya dengan KBK.

Menurut Diknas QA\D pembaharuan kurikulum yang terdapat dalam KBK meliputi hal-

hal berikut . (1) adanya konsep standar nasional yang memuat tiga komponen, yaitu

standar kompotensi, standar materi, indikator pencapaian, (2) mekanisme pengembangan

kurikulum di daerah, (3) penjurusan (khusus di SMU), (4) program akselarasi, (5)

penilaian berbasis kelas (PBK) dengan mengutamakan authentic assessmen, dan (6)

manajemen peningkatan mutu berbasis kelas (MPMBS).

Terdapatnya perbedaan komponen antara kurikulum sebelumnya dengan KBK,

juga dialami dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMU. Menurut Diknas (2001)

perbedaan kurikulum sebelumnya dengan KBK hanya terletak pada kewenangan

pengembangannya. Kurikulum yang dikeluarkan dari pusat bersifat global sebagi acuan

standar nasional sedangkan pengembangan secara operasional dilakukan di daerah.

Pendekatan seperti ini memiliki beberapa kelebihan antara lain: (t) daerah lebih luwes

menyesuaikan materi pelajaran sesuai dengan keadaan sekolah, (2) guru dan sekolah

berpeluang untuk berlrreasi dan berinisiatif sesuai dengan kemampuan dan minatnya, (3)



sekolah diberi peluang untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensinya, (4)

guru lebih bebas rnemilih topik/tem4 dan (5) memudahkan sistem evaluasi.

Diasumsikan, perbedaan yang dimaksud sewajarnya telah dipahami dan diketahui

oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMU swasta di Kota Bengkulu sebelum

mereka melaksanakan pada tahun ajaran 2A04DA05. Pengetahuan dan pemahaman guru

mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMU swasta di Kota Bengkulu sekali diasumsikan

diperoleh melalui sosialisasi yang telah dilakukan.

Sejauh pengamatan peneliti, sampai saat ini, guru mata pelajaran Bahasa

Indonesia di SMU swasta di Kota Bengkulu yang telah mengikuti sosialisasi KBK masih

dalam jumlah yang terbatas. Biasanya, yang mengikuti sosialisasi itu terbatas pada

instruktur mata pelajaran dan guru inti mata pelajaran. Sementara, guru-guru lain

mendapatkan informasi tentang KBK melalui bahan tertulis yang dibawa instruktur dan

guru inti atau diskusi dengan teman sejawat. Kondisi guru mata pelajaran Bahasa

Indonesia di SMU swasta di Kota Bengkulu yang demikian tentu sangat tidak

mendukung dalam pelaksanaan KBK. Padahal, waktu pelaksanaan KBK hanya tinggal

empat bulan lagi. Bertolak dari fenomena itulah maka penelitian tentang kesiapan guru

mataplajaran Bahasa Indonesia di SMU swasta Kota Bengkuiu periu dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di ata3, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

I. Bagaimana kesiapan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP swasta kota

Bengkulu dalam melaksanakan KBK?
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